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ABSTRAK

Megawati, Jaelan Usman, Nurbiah Tahir,Implementasi Prinsip-Prinsip Good
Governance, Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan
Mallawa Kabupaten Maros

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip
good governance pengelolaan keuangan Desa Matampapole Kecamtan Mallawa
Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe
deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan
dokumentasi. Adapun pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber,
Teknik dan waktu kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan
menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya lima tahap prinsip good governance
pengelolaan keuangan desa yaitu kesetaraan yang telah melakukan keadilan dalam
menginformasikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada masyarakat,
transparansi telah melakukan transparan/terbuka dalam menyampaikan anggaran
atau  pengelolaan  keuangan pada masyarakat, akuntabilitas telah
transparan/terbuka dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan
pada masyarakat, efektivitas dan efesien masyarakat mulai merasakan efisien
dan perubahan dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada
masyarakat dan partisipasi telah melakukan kegiatan rembuk warga dalam
menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Good governance, keuangan desa
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merujuk pada peraturan perundang-undangan, kebijakan otonomi daerah
memberikan kepada daerah otonom hak, wewenang, dan tanggung jawab yang
diperlukan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta
kepentingan masyarakat setempat. Kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan
dan keamanan, peradilan, kebijakan moneter dan fiskal, agama, dan kewenangan
bidang lainnya, kewenangan daerah diperluas mencakup kewenangan di semua
bidang pemerintahan pada saat otonomi daerah dilaksanakan. Dana perimbangan
keuangan, sistem ketatanegaraan, dan lembaga ekonomi negara, pengembangan
dan pemberdayaan sumber daya alam, teknologi tinggi strategis, konservasi, dan
standardisasi nasional antara lain bidang kewenangan tersebut. Pemerintah daerah
harus menunjukkan kapasitasnya untuk menjalankan kewenangannya dengan
memanfaatkan otonomi daerah secara efektif.

Meskipun kebijakan otonomi daerah difokuskan pada pemerintah
kabupaten/kota, namun harus langsung menyentuh tingkat pemerintahan yang
paling rendah yaitu desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa
adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap proses
penyelenggaraan urusan pemerintahan desa pasti ada resiko kesalahan (fraud)

yang akan terjadi terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber Daya



Manusia (SDM) tidak memiliki keterampilan administrasi, pelaporan, dan bahkan
akuntabilitas keuangan, yang menyebabkan kesalahan. Kesalahan ini ilegal dan
dapat mengakibatkan penipuan yang disengaja.

Kehadiran undang-undang tentang Desa disamping merupakan penguatan
status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan
untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan
kehadiran UU Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang
akan mengucur ke tingkat desa. Namun Kkebijakan ini harus diiringi dengan
pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan
tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Begitu besarnya
dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan
pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun,
disisi lain juga perlu diringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan
keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Prinsip-prinsip yang sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (good
governance) terutama di daerah desa terpencil memang cukup sulit untuk
ditemukan, karena masyarakat Indonesia terutama yang berada di daerah masih
sering melakukan pelayanan yang berdasarkan pada “kebiasaan” yang telah
melekat sejak lama sehingga sulit untuk dihilangkan.

Setiap daerah tentunya memiliki hambatan masing-masing dalam
menjalankan prinsip-prinsip good governance terutama yang berada di desa
dikarenakan berbagai hal. Salah satunya dimana masyarakat “terbiasa” dengan

ketentuan lama, sehingga masyarakat membutuhkan waktu untuk beradaptasi



dengan ketentuan-ketentuan baru. Tentunya kondisi tersebut dapat dihilangkan
apabila pemerintah desa tertib dan disiplin dalam menjalankan ketentuan baru.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan
menjalankan program-progam kerja pemerintah desa yang telah direncanakan.
APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Salah satu komponen
yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan
keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada
pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance).

Pada dasarnya, pengelolaan keuangan desa sebagai sebuah dokumen
publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif,
transparan dan akuntabilitas. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran
haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar pendapatan desa dan diajak
bermusyawarah  untuk apa keuangan desa dibelanjakan, kemudian
mempublikasikan melalui media-media yang ada di desa. Dengan demikian
harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar
akan terwujud dan pemerintahan desa bisa dijalankan dengan baik. Kemudian,
dalam proses penyampaian informasi pengelolaan dana desa hanya disampaikan
sebatas dari mulut kemulut saja dan tidak menggunakan papan pengumuman

dimasing-masing jorong secara maksimal. pada hakekatnya komunikasi menurut



Colin Chery adalah suatu proses yang pihak-pihak saling menggunakan informasi
dalam mencapai tujuan secara bersama dan mengkaitkan hubungan antar penerus
rangsangan dan pembangkitkan.

Selain itu pengelolaan keuangan desa juga tidak diimbangi oleh adanya
sumber daya yang memadai sehingga dalam Perangkat Desa yang kebanyakan
hanya menempuh Pendidikan di setingkat SMP/SMA dirasa kurang pemahaman
mengenai good governannce, hal ini tentu saja akan berpengaruh pada
penyelenggaraan pemerintahan di Desa tersebut. Selain dari faktor perangkat desa
nya, letak daerah terpencil juga memsbuat ketertinggalan informasi maupun
pengetahuan terkini mengenai tata pemerintahan yang baik. Pada pelaksanakan
prinsip—prinsip good governance dalam pemerintahan desa Matampapole,
Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros menunjukan bahwa peranan kelembagan
desa dalam pelaksanaan good governance belum berjalan sesuai harapan,dan

masih terdapat kendala yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaanya.

Besarnya anggaran yang diberikan membuat orang berbondong-bondong
untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa. Rendahnya syarat untuk menjadi
Kepala Desa seperti minimal pendidikan tamatan SMP atau sederajat menjadi
kekhawatiran akan kecenderungan terjadinya penyelewengan dana dan tindakan
semena-mena oleh calon kepala desa. Indonesia Corruption Watch (ICW)
mencatat korupsi dana desa pada tahun 2015-2018 mencapai 252 kasus. Kasus
korupsi dana desa yang dilakukan berkisar pada penyalahgunaan anggaran,
laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran dan suap. Padahal bila

merujuk pada kebijakan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tertulis bahwa



Pengelolaan Keuangan Desa harus berjalan secara transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini
menunjukkan bahwa keuangan desa sudah seharusnya dikelola secara terbuka dan
dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ada atau peraturan

tersebut hanya formalitas semata.

Prinsip-prinsip good governance di desa Matampapole Kecamatan
Mallawa Kabupaten Maros masih belum diketahui apakah berjalan dengan baik
seperti yang diharapkan oleh masyarakat atau sebaliknya. Penelitian ini penting
dilakukan untuk mengetahui dimana aparat pemerintahan desa sudah mampu atau
belum menjalakan prinsip — prinsip good governance dalam pengelolaan

keuangan desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.

Persoalan yang terjadi adalah penyelenggaraan pemerintahan desa masih
banyak yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip good governance atau
pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah unsur pertanggungjawaban atau
akuntabilitas dan transparansi. Karena untuk dapat mewujudkan pemerintahan
yang baik, hal yang harus diperhatikan adalah prinsip akuntabilitas, yaitu sebagai
kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola
sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat
menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan
program.

Dalam mengelola keuangan desa, Pemerintah desa Matampapole
Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dalam prinsip transparansi kurang

pemahaman pentingnya transparansi pengelolaan keuangan desa bagi aparatur



Pemerintah Desa Matampapole sehingga diperlukan peningkatan kapasitas bagi
kades, perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa baik BPD, LPMD,
karangtaruna dan lain-lain yang lebih spesifik. Prinsip akuntabilitas pengelolaan
keuangan desa yang meliputi kebjakan, perencanaan, penganggaraan, pelaksaan,
penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang sangat lemah.
Ketiadaanya indikator berikut target pembangunan desa berpotensi
mengakibatkan pembangunan desa di Desa Matampapole tidak terarah.
Berdasarkan observasi awal yang telah dilaksanakan di Desa Matampapole
ditemukan beberapa masaalah terkait dengan implementasi prinsip-prinsip good
gonernance dalam Pengelolaan Keuangan Desa diantaranya: Akuntabilitas
sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat atas
berbagai pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di Desa Matampapole
dirasakan kurang optimal, hal ini salah satunya terlihat pada kurang optimalnya
tingkat pertanggungjawaban pengelola desa terhadap penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja desa di Desa Matampapole, Kecamatan Mallawa,
Kabupaten Maros. Selain itu, gejala permasalahan yang nampak yaitu kemampuan
manejerial aparat desa dalam mengelola keuangan yang masih Kkurang,
transparansi dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya nampak
terlihat, dan partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan
memberikan masukan yang afirmatif terhadap perbaikan pengelolaan keuangan
desa belum sepenuhnya maksimal. Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian lebih mendalam. “Implementasi Prinsip-Prinsip



Good Governance dalam pengelolaan keuangan Desa Matampapole

Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut tersebut maka rumusan masalahnya
adalah Bagaimana Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam
pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten
Maros?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance
dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten

Maros.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini diharapakan dapat menjadi rekomendasi dari para peneliti
berikutnya atau tambahan referensi kepustakaan bagi yang berkepentingan
khususnya yang terkait dengan implementasi prinsip — prinsip good governance.
Sekaligus sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi

negara.



2. Manfaat praktis
a. Bagi dunia pendidikan, hasil dari penelitian dapat memberikan
kontribusi dalam menambah pengetahuan mengenai implementasi
prinsip- prinsip good governance.
b. Bagi pemerintah khususnya Kantor Desa Matampapole Kecamatan
Mallawa Kabupaten Maros hasil penelitian ini dapat menjadi
sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan implementasi

prinsip — prinsip good governance.



BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan
dan acuan. Selain itu untuk mengatasi aggapan persamaan dengan penelitian ini,
maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian
terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Suci Fajarini (2020)

Dengan judul “Good Governance Dalam Pengelolaan APBDesa”. Tujuan
penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis good governance dalam
pengelolaan APBDesa di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten
Jember. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa
perencanaan program APBDesa di Desa Tugusari telah melaksanakan konsep
pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan
prinsip partisipasi dan responsif. Pelaksanaan program APBDesa di Desa
Tugusari Kecamatan Bangsalsari telah menerapkan prinsip good governance
yaitu akuntabilitas, trsanparansi serta partisipasi. Persamaan dengan penelitian
ini adalah sama-sama meneliti tentang good governance dalam pengelolaan
APBDesa dan menggunakan metode kualitafi. Sedangkan perbedaannya

terletak pada lokasi penelitian.
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2. Hasil penelitian Nurul Farhana Puteri (2020)

Dengan judul “Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di
Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui transparansi serta faktor yang mengahambat
transparansi pengelolaan keuangan Desa di Desa Salo Timur. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu pengelolaan keuangan
desa di Desa Salo Timur dilakukan secara transparansi, hal ini dibuktikan
dengan analisa berbagai pertanyaan tentang beberapa indikator yang diajukan
kepada aparatur desa maupun masyarakat yang sudah sesuai dengan aturan
yang ada. Dalam tahap perencanaan dilakukan kegiatan yang berupa
musyawarah Pembangunan Desa atau Musrenbangdes yang melibatkan
perangkat desa hingga masyarakat. Dalam tahap pertanggungjawaban yang
dilakukan oleh pemerintah Desa Salo Timur adalah dengan cara
mendokumentasikan setiap kegiatan agar memudahkan dalam membuat
laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Serta faktor yang
menghambat transparansi pengelolaan keuangan desa di desa Salo Timur
diantaranya beberapa sumber daya manusia yang kurang mengetahui
mekanisme pengelolaan keuangan desa serta media massa yang kurang
memadai untuk diketahui oleh masyarakat desa Salo Timur. Persamaan
dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang transparansi
pengelolaan keuangan desa dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan

perbedaanya terletak pada lokasi penelitian.
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3. Hasil penelitian (YYatminiwati 2019)

Dari judul penelitian “Implementasi  Good Governance dalam
Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh
Kabupaten Lumajang” yang diterbitkan pada tahun 2019. Objek penelitian ini
adalah Implementasi good governance pada pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Tempeh Kidul kecamatan
Tempeh kabupaten Lumajang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan
jenis penelitian  kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dokumentasi.
Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang
meliputi empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perencanaan APB
Desa Tempeh Kidul dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa cukup
baik. 2) Pelaksanaan keuangan desa Tempeh Kidul secara keseluruhan
terlaksana dengan baik. 3) Implementasi prinsip-prinsip good governance pada
pengelolaan APB Desa Tempeh Kidul sudah dilaksanakan cukup baik oleh
pemerintah desa. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti
tentang good governance pengelolaan keuangan desa dan menggunakan

metode kualitatif. Sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi penelitian.
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4. Hasil penelitian Irma Nur Afni (2017)

Dengan judul “Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Urut Sewu
Kabupaten Kebumen”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah
bimbingan teknis, pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa dan
pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Urut Sewu
Kabupaten Kebumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
kuantitatif dengan didapatkan hasil bahwa bimbingan teknis berpengaruh
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi
4,97% dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan nilai
kontribusi  9,18%  serta pelaksanaan fungsi pengawasan Badan
Permusyawaratan Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan desa dengan nilai kontribusi 14,21%.40 Persamaan dengan
penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang akuntabilitas keuangan desa
Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan metode penelitian

yang digunakan.
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dalam Pengelolaan

metode penelitian

dalam pengelolaan

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No Nama penelitian, Metode Persamaan Perbedaan
Judul penelitian penelitian
1. | Good governance | Penelitian ini | -Sama-sama Objek
dalam pengelolaan | menggunakan meneliti tentang | penelitian ini di
APBDesa (Suci | metode penelitian | good  governance | Desa
Fajarini, 2020) kualitatif dalam pengelolaan | Matampapole
deskriptif. APBDesa Kabupaten
-Sama-sama Maros
menggunakan sedangkan
metode kualitatif objek penelitian
dahulu di Desa
Banjarsari
2. | Analisis Penelitian ini | -Sama-sama Objek
Transparansi menggunakan meneliti tentang | penelitian ini di
Pengelolaan metode penelitian | transparansi Desa
Keuangan Desa di | kualitatif dengan | pengelolaan Matampapole
Desa Salo Timur | pendekatan keuangan desa Kabupaten
Kecamatan  Salo | deskriptif -Sama-sama Maros
Kabupaten Kampar menggunakan sedangkan
Nurul Farhana metode kualitatif objek penelitian
Puteri (2020) dahulu di Desa
Salo Timur
Kabupaten
Kampar.
3. | Implementasi Penelitian ini | -Sama-sama Objek
Good Governance | menggunakan menelit tentang penelitian ini di
good governance

Desa
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Keuangan Desa di | kualitatif APBDesa Matampapole
Desa Tempeh | deskriptif. -Sama-sama Kabupaten
Kidul Kecamatan menggunakan Maros
Tempeh Kabupaten metode kualitatif sedangkan
Lumajang objek penelitian
(Yatminiwati 2019) dahulu di Desa
Tempeh  Kidul
Kecamatan
Tempeh
Kabupaten
Lumajang
Akuntabilitas Penelitian ini | Sama-sama -Penelitian ini
pengelolaan menggunakan meneliti tentang | menggunakan

keuangan desa di

Urut Sewu
Kabupaten
Kebumen

Irma  Nur  Afni
(2017)

metode penelitian
kuantitatif

akuntabilitas

keuangan desa

metode kualitafi
sedangkan
penelitian
dahulu
menggunakan
metode
kuantitafi
akuntabilitas
-Objek
penelitian ini di
Desa
Matampapole

Kabupaten
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Maros
sedangkan
objek penelitian
dahulu di Desa
Urut Sewu
Kabupaten

Kebumen

Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu

B. Teori dan Konsep Implementasi

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu
yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut
dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang—
undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan (program)
yang dibuat oleh Lembaga—Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.
Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang
dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (Webster dalam Wahab 2004) adalah :
Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam
kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide
the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)
dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap
sesuatu) Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang

berarti mengimplementasikan.
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Harsono dalam (Akib 2016), mengatakan implementasi adalah suatu
proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik
ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan
suatu program. Hal senada disampaikan Wahab (1997: 79) mengatakan secara
umum istilah implementasi berarti “pelaksanaan atau penerapan”. Istilah
implementasi biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan
untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam
(Akib 2016), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa
memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan
berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi
kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul
sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, Yyang
mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk
menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian

Menurut Westra et al dalam (Hertati and Arif 2018), implementasi
sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan
kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi
segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan,
dimana tempat implementasinya dan kapan waktu dimulainya.

Mursyidi dalam Mudhofar (2022), menyatakan bahwa implementasi
good governance dalam pelaksanaan anggaran harus dilakukan dengan

mengikuti suatu sistem dan standart operasional prosedur. Sistem ini
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diperlukan untuk tujuan tiga hal, antara lain; 1) menetapkan prosedur terkait
sehingga jelas pembagian kerja dan tanggung jawab diantara mereka, 2)
terselenggarakannya pengendalian intern untuk menghindari terjadinya
penyelewengan, dan 3) menghasilkan laporan keuangan yang baik sebagai
bentuk pertanggungjawaban keuangan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
Desa dengan penerapan good governance memiliki peranan yang penting dan
signifikan dalam mensukseskan pembangunan Desa melalui berbagai pola

straregi implementasi yang terencana dan terukur (Sumiati 2018).

2. Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance

C.

Dalam tahapan yang disusun Pemerintah Desa untuk pelaporan laporan
keuangan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi harus menjadi bagian penting dalam tahapan
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. proses implementasi.
Setiap kegiatan harus berpegang pada prinsip partisipasi dalam pengelolaan
dana desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Masyarakat
membutuhkan ruang lebih dari pemerintah desa agar dapat berpartisipasi aktif
dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal ini
dilakukan untuk meletakkan ide dasar partisipasi masyarakat desa dalam
praktik.

Teori dan Konsep Good Governance

1. Pengertian Good Governance

Pengertian good governance dalam versi World Bank diartikan sebagai

penyelenggaraan pengelolaan atau manajemen dalam pemerintah secara
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solid dan akuntabel aerta berdasarkan prinsip pasar yang efisien dan juga
pencegahan korupsi baik secara administratif maupun politis. Hal ini bagi
sektor pemerintah atau sektor privat sekalipun merupakan suatu inovasi
atau terobosan yang mutakhir dalam upaya menciptakan kredibilitas publik
manajerial yang handal. Good Governance ini hadir sebagai salah satu
bentuk solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu
negara. Good Governance membantu mengintegrasikan anatar peran
pemerintah, privat sector, dan masyarakat untuk mencapai konsesus bersama,
dimana dalam pelaksanaannya dapat di pertanggungjawabkan dan bersifat
efektif dan efesien. Dengan memperhatikan nilainilai dan cara kerja good
governance, maka hal ini bisa memperkecil terjadinya penyimpangan dalam
pelaksanaan kebijakan karena program-program yang yang ditetapkan adalah
berdasarkan keputusan bersama.

Konsep Good governance yang diusung oleh World Bank dan UNDP
dalam (Handayani and Nur 2019), masih belum memiliki kesepakatan yang
pasti. Konsep ini lebih dimaknai sebagai solusi untuk perwujudan Kinerja
pemerintah Smemberikan bantuan kepada negara-negara untuk membangun
kapasitas institusi dan pelatihan bagi pejabat public guna meningkatkan
kompetensinya. Keberhasilan dari konsep good governance bisa dipahami
melalui prinsip-prinsip yang ada didalamnya.

Konsep Good governance sendiri terdapat beberapa perbedaan.istilah
pemerintahan atau governance berarti pengarahan dan administrasi yang

berwenang atas kegiataan orang-orang dalam sebuah negara,daerah dan
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sebagainya.selain itu governance juga dapat berarti sebagai lembaga atau
badan yang menyelenggarkan pemerintahan negara,daerah,desa, dan
sebagainya. Sedangkan istilah kepemerintahan atau governance. Merupakan
tindakan fakta pola dan kegiataan tetapi juga mengandung arti pengurusan,
pengelolaan, pengarahaan, pembinaan, penyelenggaran dan bias juga diartikan
pemerintahan. Oleh karena itu,tidak mengherankan apabila terdapat istilah
seperti public governance,private governance,corporate governance,dan
banking governance.

Menurut Hasibuan(Mudhofar 2022), Menyatakan bahwa Good
Governance Adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegar
Pengertian good governance dalam versi World Bank diartikan sebagai
penyelenggaraan  pengelolaan - atau. manajemen dalampemerintahsecara
solid dan akuntabel aerta berdasarkan prinsip pasar yang efisien dan juga
pencegahan korupsi baik secara administratif maupun politis. Hal ini bagi
sektor pemerintah atau sektor privat sekalipun merupakan suatu inovasi
atau terobosanyang mutakhir dalam upaya menciptakan kredibilitas publik
manajerial yang handal. Good Governanceini hadir sebagai salah satu
bentuk solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu
negara. Good Governance membantu mengintegrasikan anatar peran
pemerintah, privat a dimana pola dan sikap tindak pelaku — pelakunya dilandasi
prinsip- prinsip dan karakteristik tertentu sehingga menciptakan Negara

(Pemerintah) yang kuat.
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Candra, et al (Mudhofar 2022), menyatakan bahwa prinsip good
governance dapat diwujudkan melalui partisipasi masyarakat, kepastian
hukum, transparansi, akuntabilitas, responsiveness, berorientasi konsensus,
berkeadilan, efektifit dan efisien.

Amelia (Mudhofar 2022), menyatakan bahwa Good governance
didefinisikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi
oleh etika profesional. Good governance dalam pemerintahan desa dapat
mengurangi dan meminimalisir adanya tindak penyimpangan dalam
pengelolaan dana desa, sehingga laporan = anggaran desa bisa
dipertanggungjawabkan dengan baik. Pengelolaan keuangan yang baik akan
menciptakan laporan keuangan yang baik pula.

World Bank dalam Mudhofar (2022), menjelaskan bahwa good
governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang
solid dan telah menerapkan prinsip good governance yaitu akuntabel,
transparan, dan partisipatif, tetapi secara teknis masih terdapat kendala.

2. Prinsip — Prinsip Good governance

Keutamaan dalam memahami good governance adalah pemahaman atas
prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dalam penerapan good
governance, perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar untuk dijadikan pedoman
dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun apabila diperdalam
kembali, maka prinsip dari good governance memiliki 9 prinsip yaitu menurut
UNDP (United Nations Development Programme) (1997) dalam Mardiasmo

(2012) menyebutkan terdapat 5 hal pokok menjadi prinsip dasar Good
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Governance diantaranya yaitu, kesetaraan, transparansi,
akuntabilitas,efektivitas /efesien dan Pratisipasi Masarakat antara lain:
1. Kesetaraan (Equity)

Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik
terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk
meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

2. Transparansi (Transparency)
Harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai

proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas
oleh mereka yang membutuhkannya.

3. Akuntabilitas (Accountability)

Para pengambil keputusan dalam organisasi sekto publik,
swasta dan masyarakat memiliki pertanggungjawaban kepada

publik sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders).

4. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk
menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui
pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.

5. Partisipasi Masyarakat (Participation)

Setiap warga masyarakat harus memiliki hak suara yang sama
dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun
melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya

masing-masing.
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Namun apabila diperdalam kembali, maka prinsip dari good
governance memiliki 9 prinsip antara lain:
1. Tegaknya Supremasi Hukum (Rule Of Low)

Dalam proses politik, masyarakat membutuhkan metode dan aturan
hukum dalam pembuatan kebijakan publik demi mewujudkan
pemerintahan yang baik. Kerangka hukum seharusnya bersifat tidak
memihak dan tidak diskriminatif, termasuk hukum yang berkaitan dengan
hak asasi manusia.

2. Transparansi (Transparency)

Suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi
tentang kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur
berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi.

4. Partisipasi Masyarakat (Society Participation)

Bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam
mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyampaian
pendapat serta mengambil keputusan baik secara langsung maupun
instansi yang dapat mewakili kepentingan mereka.

5. Berorientasi Pada Konsensus (Consensus Orientation)

Menurut United Nations Development Programs berorientasi pada
konsensus merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar
suatu pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan

solusi atas keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus.
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6. Kesetaraan (Equity)

Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan
perlakuan kepada publik tanpa membeda-bedakan. Seluruh masyarakat
memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup atau dapat
mempertahankan kesejahteraannya.

7. Efektivitas dan efisiensi (Efficiency and Effectiveness)

Prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik
menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses
kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan.

8. Akuntabilitas (Accountability)

Tanggung jawab seorang pemimpin publik yang sudah diberikan
kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan yang
dilakukan.

9. Visi strategis (Strategic vision)

Cara pandang yang strategis dalam menghadapi masa depan agar
masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang
pembangunan manusia serta tata kelola pemerintahan dapat lebih baik lagi.

3. Good governance dan Pengelolaan Keuangan Desa

Konsep good governance di Indonesia umumnya diartikan sebagai
pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Good governance di-anggap sebagai
paradigma baru manajemen atau administrasi pembangunan. Peran ini
menempatkan pemerintah sebagai agent of change dari perkembangan

masyarakat, terutama di negara berkembang. Pemerintah juga disebut sebagai
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agent of development karena perubahan tersebut merupakan proses yang
dikehendaki Kemendagri dalam(Tio 2021)

Terminologi governance populer dibahas sejak studi yang dilakukan Bank
Dunia tahun 1989. Setelah publikasi tersebut, istilah governance digunakan
sebagai kriteria ketika hendak menyalurkan bantuan pem-bangunan kepada
negara berkembang. Berbeda dengan terminologi governance yang hanya
meliputi bentuk institusional formal negara dan birokrasi, istilah governance
meliputi proses dinamis manajemen, hubungan institusi dan organisasi, serta
hubung-an pemerintah dengan sektor publik, masyarakat sipil, dan swasta. Dapat
dikatakan bahwa terminologi governance disini merupakan tradisi, institusi, dan
proses determinasi penyelenggaraan kekuasan negara yang pertanggungjawaban
yang dikerjakan secara berkala. Secara garis besar mengenai penjelasan akun-
tabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan
pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola
sumber daya publik.

D. Teori dan Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut pemendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan
kewajiban de sa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa
uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanan hak dan kewajiban

desa. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
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dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan memiliki desa
yang dipisahkan.

Kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksanaan
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (PTPKP) yang terdiri dari sekretaris
desa, bendahara, dan kepala seksi. Pengelolaan keuangan desa diturunkan
dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa).

APBDesa dalam pemendagri no 113 tahun 2014 merupakan rencana
keuangan tahunan pemerintah. Dana desa itu sendiri merupakan dana yang
bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui
APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Alokasi Dana Desa merupakan dana
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD Kabupaten/Kota
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Menurut Wida, et al dalam (Mudhofar 2022), menyatakan pengelolaan
keuangan desa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan
prosedur, yakni transparan dan akuntabel, sementara aspek pengawasan dan
pertanggungjawaban tidak berjalan dengan baik.

Menurut Candraet (Mudhofar 2022), menyatakan bahwa pengelolaan
APBD berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdapat permasalahan
pada tahap perencanaan, penetapan RPJM dan APBD, sedangkan pada tahapan

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai. Zaman dan
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Menurut Nurdiwaty(2020) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa telah
menerapkan prinsip good governance Yyaituakuntabel, transparan, dan
partisipatif, tetapi secara teknis masih terdapat kendala.

Machfirah dalam (Mudhofar 2022), menyatakan bahwa sebagai upaya
konkrit dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan
akuntabel adalah kemampuan -menyajikan laporan keuangan dengan
mempertimbangkan beberapa prinsip good governance,on time dan bisa
diandalkan (reliable) serta penyaji annya dirumuskan berdasarkan Standar
Akutansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku secara umum

Dalam pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan
rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan
tahapan lainnya. Keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparans,
akuntabel, partisipan serta dilakuka dengan tertib dan disiplin anggaran.
Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pemgelolaan Keuangan Desa:

a) Tahap Perencanaan dalam Pemendagri Nomor 113 tahun 2014:
1. Sekertaris desa menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa
berdasarkan RKPDesa. kemudian menyampaikan kepada Kepala Desa
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala

Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih
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lanjut kemudian Rancangan tersebut disepakati bersama, dan
kesepakatan paling lama bulan Oktober tahun berjalan.

3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati
bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga
hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

4. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa
paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rencana Peraturan Desa
tentang APBDesa, jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak
memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan
sendirinya

b).Tahap Pelaksanaan dalam Pemendagri Nomor 113

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di
wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota.

8. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

9. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa
selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

10. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu

dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
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11. Pelaksanaan kegiatan dalam mengajukan pendanaan  untuk
melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen seperti rencana
anggaran biaya kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan
oleh kepala desa.

Menurut UNDP (United Nations Development Programme) (1997) dalam
Mardiasmo (2012) prinsip good governance adalah sebagai berikut:
1. Kesetaraan
Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau
mempertahankan kesejahteraan mereka.
2. Transparansi
Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh
proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses
oleh pihakpihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus
memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
3. Akuntabilitas
Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan
organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada
masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.
Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya

tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
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4. Efektifitas dan Efisiensi
Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan
hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan
sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
5. Partipasi Masyarakat
Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan
keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga
perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi
menyeluruh tersebut dibangun 11-5 berdasarkan kebebasan berkumpul dan
mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara
konstruktif

E. Kerangka Pikir

Untuk mendeskripsikan bagaimana “Implemetasi Prinsip-prinsip Good
Governance dalam Pengelolaan keuangan Desa Matampapole Kecamatan
Mallawa Kabupaten Maros”, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana
Implemetasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pengelolaan keuangan Desa
Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros, yang tak lain untuk
menjawab rumusan masalah penelitian dan mencapai tujuan dari penelitian yang
akan dilakukan.

Pada penelitian ini penulis mengambil konsep prinsip-prinsip good
governance Menurut UNDP (United Nations Development Programme) (1997)

dalam Mardiasmo (2012) yang mengemukakan empat indikator pada prinsip good
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governance yaitu kesetaraan, transparansi, akuntabilitas,efektivitas/efisien dan

partisipasi masyarakat.

Bagan Kerangka Pikir

-

\_

Implementasi prinsip-prinsip Good Governance

dalam Pengelolaan Keuangan Desa

(United Nations Development Programmme)
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~

¥

/

\_

1.Kesetaran
2. Transparansi
3.Akutabilitas
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5.Partisipasi Masyarakat
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Mengetahui Pengelolaan Prinsip Good
Governance dalam Pengelolaan Keuangan
Desa Matampapole Kecamatan Mallawa

F. Fokus Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu Implementasi Prinsip-

Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole

Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros Keutamaan dalam memahami good



31

governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.
Dalam penerapan good governance, perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar untuk
dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah desa. menurut United
UNDP (United Nations Development Programme) (1997) dalam Mardiasmo
(2012) vyaitu kesetaraan, transparansi,efektivitas/efisien dan partisipasi
masyarakat.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian adalah penjelas atau uraian dari masing-masing
dari fokus yang diamati untuk memberi kemudahan dan kejelasan tentang
pengamatan. Lebih jelasnya di uraikan sebagai berikut:

1. Kesetaraan (Equity)

Kesetaraan yaitu menekankan pada aparat pemerintah di Kantor Desa
Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros untuk bersikap adil
dalam Pengelolaan keuangan Desa kepada masyarakat. keputusan ini
dilakukan musyawarah tetapi keputusan itu bukanlah merepresentasikan
seluruh masyarakat pengambilan keputusan dilakukan terburu-buru dan
telah juga setelah dibangun beberapa bulan, tidak terlihan begitu
bermanfaat bagi masyarakat, Peranan masyarakat dalam pengelolaan
keuangan desa sangat penting untuk memajukan kesejahteraan desa.
memberikan penjelasan sebelum serta saat proses Pengelolaan keuangan
desa secara detail kepada masyarakat agar masyarkat lainya bisa mengerti
tentang pengelolann keuangan desa.Minimal seluruh masyarakat harus ikut

serta dalam membahas keuangan desa.
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2. Transparansi (Transparency)

Transparansi yaitu keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan
yang diambil oleh pemerintah dalam pengelolaan Keuangan Kantor Desa
Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros . Prinsip transparansi
menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat
melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam
memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Tranparansi dibangun
atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan,
lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang
berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat
dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan
pengetahuan masyarakat - terhadap penyelenggaraan  pemerintahan.
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas yaitu pertangungjawaban aparat pemerintah terhadap
dalam pengelolaan Keuangan Kantor Desa Matampapole Kecamatan
Mallawa Kabupaten Maros masyarakat yang memberinya kewenangan untuk
mengurusi kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah,
sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik
kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.
Bentuk pertanggungjawaban seperti bertanggungjawaban dalam laporan

keuangan., sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman
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tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan
sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)

Efektifitas dan Efisiensi yaitu , aparat pemerintahan desa harus mampu
menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata
masyarakat, dan disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan
yang rasional tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat
digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari
kebutuhan mereka. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga
membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan
menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

5. Partisipasi Masyarakat (Participation)

Partisipasi Masyarakat yaitu aparat pemerintah desa harus mengikut
sertakan Semua  masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan
keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga
perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh
tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan
pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi
bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil
mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai
isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar
masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi

pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat
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secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat
adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda
pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif

dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.



BAB |11
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kantor Desa Matampapole Kecamatan
Mallawa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, sehingga peneliti dapat memperoleh
informasi yang sesuai kenyataan dari berbagai pihak yang terkait. durasi waktu
yang digunakan penelitian yakni kurang lebih 2 bulan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif (Qualitative Research) merupakan metode riset yang sifatnya
memberi penjelasan menggunakan analisis.Pada Pelaksanaanya, metode ini
bersifat subjektif dimana proses penelitian lebih diperlihatkan dan cenderung lebih
fokus dalam landasan teori.

Penelitian kualitatif memiliki tujuan berdasarkan penelitian kualitatif ini
untuk menciptakan deskripsi,citra atau lukisan secara sistematis,faktual tentang
fakta-fakta,sifat-sifat dan interaksi antara kenyataan yang akan diselidiki dan
menyelidiki perspektif partisipan menggunakan taktik-taktik yg bersifat interaktif
dan fleksibel.

2. Jenis Penelitian
Penelitian kualitatif ditujukan agar mengetahui kenyataan-kenyataan sosial
berdasarkan sudut pandang partisipan.Dengan demikian arti atau pengertian

penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan meneliti dalam syarat objek.
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Alimiah dimana peneliti adalah instrumen kunci maka metode penelitian ini
menaruh.lImplementasi  prinip-prinsip good governance dalam pengelolaan
keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros Penulis
menggunakan  jenis  penelitian kualitatif ~ sebab penulis ingin
menggambarkan/mendeskripsikan bagaimana implementasi prinsip-prinsip good
governance dalam pengelolaan keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa
Kabupaten Maros.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan pengumpulan data langkah yang paling strategis
pada penelitian,lantaran tujuan utama penelitian ini yaitu mendapatkan
data.Berdasarakan sumbernya,data dibagi sebagai data primer dan data sekunder.
1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui narasumber
menggunakan cara melakukan tanya jawab secara eksklusif dan melalui
pertanyaan-pertanyaan yang sinkron menggunakan penelitian yang telah
disiapkan sebelumnya.Adapun sebagai narasumber pada penelitian ini
merupakan:Key-informan merupakan orang yang menguasai
permasalahan,mengetahui  informasi  dan  bersedia  menyampaikan
informasi.Jadi informan wajib memiliki pengalaman mengenai latar
penelitian.

2. Data Sekunder
Data sekunder menjadi data pendukung penelitian.Data sekunder pada

penelitian ini didapat dari banyak sekali literature misalnya yaitu:
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buku,dokumen,laporan penelitian, undang-undang tentang informasi publik,

website dan lainya.

D. Informan Penelitian

Informan dari penelitian ini ditentukan berdasarkan metode purposive

sampling vyaitu informan dipilih secara sengaja oleh peneliti yang dianggap

memenuhi syarat untuk dilakukan wawancara yang mengetahui serta memahami

informasi dan fakta untuk memperoleh data dan informasi implementasi prinsip-

prinsip good governance di Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten

Maros seperti kepala desa, sekretrasi desa, bendahara umum, para staff

desa, Tokoh masyarakat dan masyarakat.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No Nama Ini sial Jabatan

1. | Andi Kadaruddin AD Kepala Desa

2. | Hj.Udi HU Sekretaris Desa
3. Aswar AW Bendahara Desa
4. Ika I Staf Pelayanan
5. Alam Akhsan Arifin AL Kepala Dusun
6. Kamaruddin KA Masyarkat

7. | Nadia NA Masyarakat

Sumber: Data Informan Desa Matampapole kecamatan Mallawa Kabupaten
Maros 2023
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E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan
melakukan pengamatan sdengan cara turun langsung dilapangan atau di
lokasi penelitian yang sudah di rencanakan sebelumnya yaitu Kantor Desa
Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros. Kemudian peneliti
akan menganalisis dan memahami berbagai gejala yang berkaitan dengan
objek yang diteliti.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara dalam penelitian merupakan pertemuaan langsung dengan
informan yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah data dengan melakukan
tanya jawab atau dialog lisan. Dalam melakukan wawancara, peneliti
memanfaatkan alat bantu seperti buku catatan, alat perekam suara, kamera,
dan alat pendukung lainnya.

3. Dokumentasi
Dokumentasi teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk
untuk mendapatkan data sekuder dengan cara melakukan kajian terhadap
data-data dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi baik secara visual

maupun berupa tulisan yang terkait dengan penelitian yang diteliti.
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F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah langkah yang dilakukan untuk mengelolah data,
dimana data yang diperoleh , dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan
menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Adapun
teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data dalam penelitian ini ialah peniliti merangkum, memilih
hal-hal yang pokok pada hal-hal yang penting, dengan demikian data yang
telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi oleh peneliti, maka selanjutnya peneiliti
menyajikan data kedalam bentuk yang lebih sederhana seperti uraian ringkas,
table informan, dan gambar kerangka fikir, dengan demikian penyajian data
akan sangat memudahkan peneliti untuk memahami apa yag terjadi, dan
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami oleh
peneliti.

3. Penarikan Kesimpulan / verifikasi (Conclusion Drawing)

Pada tahap ini peneliti akan memperoleh kesimpulan yang tentative,
kaku, dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu untuk diverifikasi,
kesimpulan yang ditulis oleh peneliti senantiasa diverifikasi selama penelitian
berlangsung, agar kesimpulan yang dihasilkan tidak diragukan dan dapat

dipercaya.
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G. Pengabsahan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji pengabsahan hasil
penelitian adalah dengan melakukan data triangulasi, teknik pengumpulan data
triangulasi  diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang
yang telah ada. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga macam triangulasi
diantaranya yaitu :

1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber adalah membandingkan dengan cara mengecek
ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber
yang berbeda, misalnya, misalnya membandingkan dengan hasil pengamatan
dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum
dengan apa yang dikatakan secata pribadi, dan membandingkan hasil
wawancara dengan dekumen yang ada.
2. Triangulasi Teknik
Triangulasi Teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan
dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang
berbeda.
3. Triangulasi Waktu
Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan
dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik

lain dalam waktu yang berbeda.



BAB IV
HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Deskripsi Desa Matampapole

Desa Mattampapole adalah terdiri dari dua kata yaitu Mattampa
(memanggil dan Pole (Dating) jadi Mattampapole artinya Dating
Memanggil. Nama Mattampapole itu sendiri diberikan oleh sesepuh
kerajaaan mallawa yang berkuasa pada saat itu (1888-1900) yaitu toleang
daeng mahatang , cerita tentang mattampapole itu berasal dari sehamparan
areal persawahan yang pada waktu itu dikerjakan bersama sama pada
waktu itu masyarakat sangat sangat kekurangan bahan makanan terutama
padi karena penjajah belanda pada waktu itu sangat membatasi
kepemilikan lahan pertanian bagi warga pribumi, maka dengan adanya
areal persawahan yang di namai dengan mattampapole ini menjadi sumber
penghidupan bagi warga Mallawa, dan dari situlah nama areal persawahan

menjadi nama Desa Mattampapole.

Desa Matampapole adalah nama sebuah desa yang berada di
wilayah Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Provinsi SulawesiSelatan
, Indonesia. Desa Mattampapole berstatus sebagai desa definitif dan
tergolong pula sebagai desa swakarsa. Luas desa Mattampapole adalah
11,61 km? dengan perbandingan 4,92% dari luas keseluruhan Kecamatan
Mallawa atau 0,72% dari luas keseluruhan Kabupaten Maros. Desa

Mattampapole memiliki jumlah penduduk sebanyak 827 jiwa dengan
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tingkat kepadatan penduduk sebanyak 71,23 jiwa/km?2 pada tahun 2017.
Jarak desa ini dari ibu kota Kecamatan Mallawa yaitu Ladange adalah
5 km. Kata Mattampapole berasal dari bahasa Bugis, yang terdiri atas
kata mattampa (membayar) dan kata polé (pulang). Penggabungan kedua
kata tersebut melahirkan makna "membayar pulang”.Desa Mattampapole

terletak pada wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 300 mdpl.

Beberapa lokasi pada jarak orbitrasi atau pusat pemerintahan dari
Desa Mattampapole adalah sebagai berikut:Jarak dari pusat pemerintahan
kecamatan (Ladange): 5k, Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten
(Turikale): 66 km dan Jarak dari pusat pemerintahan provinsi (Makassar):

96 km.

Desa Matampapole memilki batas-batas wilayah sebagai berikut
Sebelah utara berbatasan Desa Batu putih,sebelah selatan berbatasan
Kelurahan Sabila,sebelah Barat berbatasan Desa Tellumpanuae dan Desa
Uludaya sedngkan sebelah timur berbatasan Desa Poleonro(Kecamatan
libureng,Kabupaten Bone). Desa matampapole tiga wilayah pembagian
adminstrasi daerah tingkat V berupa dusun yaitu: Dusun Bulu-bulu,Dusun
Jampue,Dusun Palacari.

Deskripsi Umum Kantor Desa Matampapole

Kantor Desa Mattampapole terletak di Kecamatan Mallawa,
Kabupaten Maros sekitar 2 jam 30 menit dari Kota Maros, Desa
Mattampapole Terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Jampue, Dusun Palacari,

dan Dusun Bulu-Bulu. Ketiga dusun tersebut memiliki jarak yang lumayan
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berjauhan terlebih dusun jampue dan dusun palacari dimana letak
dusunnya berada di poros jalan antara Maros dan Bone. Di Desa
Mattampapole pendududknya hampir semua bekerja sebagai petani hasil
tani yang banyak di Desa Mattampapole yaitu diantaranya lombok besar,
jagung, jati, beras dan masih banyak lainnya. Desa Mattampapole
merupakan wilayah dataran' rendah yang dimana dikelilingi oleh
bukit/pegunungan, Jumlah penduduk desa mattampapole berjumlah
kurang lebih 980an orang. Di desa ini memeiliki 4 masjid yang terletak di
tiap dusunnya tetapi ada satu dusun yang mempunyai dua masjid yaitu
jampue luar dan jampue dalam. Selain itu desa mattampapole juga
memiliki satu sekolah dasar yang terletak di jantung desa yaitu dusun
bulu-bulu, desa mattampapole juga meiliki puskesdes dan pertambangan
batu .
VISI, MISI Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten
Maros
Visi :
Kantor Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros
memiliki Visi yaitu:

“MATAMPAPOLE YANG LEBIH MAJU 2025~
Sementara Misi dari Kantor Desa Matampapole Kecamatan Mallawa

Kabupaten Maros yaitu:
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Misi :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Pembangunan Insprasturktur Transportasi sebagai penopang utama
pembangunan Ekonomi Desa.

Pembangunan/pengadaa sarana penunjang pertanian, perkebunan, dan
pertenakan sebagai piral utama pembangunan desa.

Perkembangan kawasan ‘pertanian dan perkebunan secar massip
dengan memotivasi dan manfasilitasi masyarakat untuk
memanfaatkan lahan tidur yang ada di Desa Matampapole seluas-
2.000 Ha.

Perkembangan ekonomi produktif melalui pengoptimalan Bumdes,
Pasr Desa dan kelompok ekonomi masyarakat lainya.

Pengembangan peternakan [ternak besar, kecil] dengan mengadopsi
system peternakan yang terkini dan lebih baik.

Melakukan pengkajian yang mendalam dengan melibatkan semua
komponen masyarakat dan professional tentang pekembangan
Desa/Ekonomi kreatif yang nantinya menghasilkan inofasi Desa.
Pengembanga generasi mudah yang berbasis pada minat,bakat dan
keterampila dengan memeperhatikan keterkaitanya dengan potensi
ekonomi desa.

Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan kelmpok-
kelompok prempuan usia sekolah,produktif dan deswasa.

Memastikan terciptanya lingkungan yang sehat dan aman yang

menjang terpenuhnya dan terlindungnya hak anak dan prempuan.
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10) Penyediaan tanam baca/taman informasi bagi masyarakat desa
sebagai sarana pengembangan diri dan ketersediaan informasi.

11) Melakukan pembinaan secara rutin/bertahap pada kegiatan
keagamaan,olaharaga, social budaya dan adat istiadat.

12) Memastikan terpenuhinya pendididkan dasar, pelayanan dasar,
kesehatan dan terlindunngnya hak-hak warga kurang mampu di Desa
Matampapole.

13) Penyediaan dan pembinaan SDM Aparat pemeritahan Desa
Matampapole yang berkualitas sebagai penunjang terpenuhinya hak-
hak masyarakat.

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Matampapole Kecamatan

Mallawa Kabupaten Maros

Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi , maka dibentuk struktur organisasi
yang sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Tugasnya menyelenggarakan  pemerintahan  desa  ,serta
pemberdayaan desa tersebut [ UU RI No 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1)
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Yang Ada Di Setiap
Pedesaan.

2. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD)

Fungsinya BPD yang bersangkutan dengan kepala desa yaitu (UU

RI No 6 Tahun 2014 pasal 55) adalah;
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a. Membahas dan menyepakati sebuah rencana peraturan desa

bersama kepala desa.

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan

melakukan pengawasan kinerja kepala desa

3. Skeretaris Desa

Bertugas untuk membantu kepala desa untuk mempersiapakan dan

melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapakan bahan

penyusunan laporan penyelenggaran pemerintahan desa.

4. Pelaksanaan Teknis Desa

a.

b.

Tugas kepala urusan pemerintahan (KAUR PEM) untuk
membantu kepala desa dalam mengelolah adminstrsi dan
perumusan bahan - Kebijakan desa. Berfungsi melaksanakan
kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan
ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Tugas Kepala urusan pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)
untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis
pengembangan ekonomi desa serta mengelolah administrasi
pembangunan dan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan
kegiatan administrasi pembagunan, menyiapkan analisis dan kajian
perkembangan ekonomi maysarakat serta mengelola tugas
pembantuan.

Tugas kepala urusan kesejahteraan rakyat ( KAUR KESRA) untuk

membantu kepala desa mempersiapakan perumusan kebijakan
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tejnis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program
pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Berfungsi melaksanakan
hasil program keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial
kemasyarakatan.

Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) untuk membantu
sekretaris dalam mengelolah arsip desa, inventaris kekayaan desa,
dan administrasi umum. Dan juga sebagai peyedia, pemelihara dan
perbaikan peralatan kantor. Serta pelaksanaan tugas lain yang

diberikan oleh sekretaris desa.

5. Pelaksanaan kewilayahan

a. Kepala Dusun

b.

Bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di
wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan
kegiatan yang diselenggarakan pemerintahan desa di kawasan
dusun dalam mensejahterakan msayarakat.

Adminstrasi Desa

Kegiatan pencatatan data dan informasi penyelenggaran

pemerintahan desa pada buku administrasi desa.



BPD Kepala Desa

ANDI KADARUDDIN
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SEKRETARIS DESA
HJ.UDIN

KAUR KEUANGAN KAUR PERENCANAAN KAUR PEMERINTAHAN KAUR PELAYANAN

ASWAR MUHAMMAD YUSUF ABD. HARIS ARFAH
STAF KEUANGAN STAF PERENCANAAN STAF PEMERINTAHAN STAF PELAYANAN
DESTRY DAYANTI HASLINAH MEGA FEBRIANTI IKA

KEPALA DUSUN BULU-BULU KEPALA DUSUN JAMPUE KEPALA DUSUN PALACARI

ALAM AKHSAN ARIFIN M. ALWI M.ARIS

GAMBAR 4.1 Stuktur Organisasi Pemerintahan Desa Matampapole

Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros 2019-2025
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Suatu organisasi dimana terdapat orang-orang yang melakukan
kerjasama untuk mencapai tujuan.Organisasit erdiri darii ndividu tersebut
harus bekerjasama dengan menggabungkan diri pada berbagai kegiatan agar
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan ndapat tercapai lebih muda. Untuk
mengefektifkankerjasama yang dilakukan ,maka terlebih dahulu harus
mengetahui seluruh kegiatan yang akan mereka kerjakan.

Maka dari itu perlu dibuat struktur organisasi yang baik dimana dalam
struktur diharapkan tumbuh keuntungan yang harmonis antara semua anggota
dengan didasarkan pada kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan.

1. Jumlah Pegawai Kantor Desa Matampapole
Kantor desa Matampapole memiliki jumlah pegawai sekitar 15 jiwa
dimana terdapat 11 berjenis kelamin laki-laki dan 4 berjenis kelamin

perempuan.

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Kantor Desa Matampapole Berdasarkan
Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai
- Total
Nama Lingkungan
i A P
Kantor Desa Matampapole | 11 4 15

Sumber: Data Kepegawaian Kantor Desa Matampapole Berdasarkan
jenis kelamin 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Pegawai Kantor Desa

Matampapole berjumlah 15 jiwa. Jumlah pegawai yang berjenis kelamin
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laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan pegawai berjenis kelamin
perempuan.
2. Tingkat Penduduk Desa Matampapole

Desa Mattampapole memiliki luas 11,61 km? dan penduduk berjumlah
971 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 83,63 jiwa/km? pada
tahun 2021. Adapun penduduk Desa Mattampapole pada tahun tersebut
adalah 94,98. Artinya, tiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 94
penduduk laki-laki. Berikut ini adalah data jumlah penduduk Desa

Mattampapole dari tahun ke tahun:

Tabel 4.2 Tingkat Penduduk Desa Matampapole

Tahun Laki-Laki |Prempuan |Jenis Jumlah |Total Pertumbuhan |Kepadatan
Kelamin |Rumah [Penduduk |Penduduk Penduduk
Tangga |Jiwa
2009 423 498 84,94 N/A 921 N/A 79.33
2010 366 400 91,50 N/A 766 155 65,98
2011 367 402 91,29 215 769 3 66,24
2012 369 403 91,56 216 T 3 66,49
2013 373 409 91,20 N/A 782 10 67,36
2014 384 419 91,65 223 803 21 69,16
2015 388 423 91,73 225 811 8 69,85
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2016 392 428 91,59 N/A 820 9 70,63
2017 396 431 91,88 222 827 7 71,23
2018 400 435 92,24 224 835 8 71,92
2019 404 438 92,24 226 842 7 72,52
2020 450 487 92,40 304 937 95 80,71
2021 473 498 94,98 318 B 34 83,63

Sumber: Data Tingkat penduduk Kantor Desa Matampapole Kecamatan Mallawa

3.

Jenis Keuangan Desa

1. Dana Desa

Kabupaten Maros 2023

Dana desa adalah anggaran yang bersumber dari APBN yang

diterima desa setiap tahun, yang ditujukan khusus untuk desa dalam

rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Dana Desa yang merupakan

perwujudan dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi

desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu

sendiri

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

berdasarkan

keanekaragaman,

partisipasi,

otonomi

asli,
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2. Alokasi Dana Desa
adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa,
yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari
Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh

kabupaten

4. Pengelolaan Keuangan di Desa Matampapole

Salah satu Desa di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros yang menerima
Dana Desa adalah Desa Matampapole . Jumlah Dana Desa yang diterima
Pemerintah Desa Matampapole cukup besar. Oleh karena itu pemerintah desa
harus mampu membangun desanya sesuai dengan peraturan pemerintah yang
meliputi pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2022 Pemerintah Desa Matampapole telah menerima Bantuan
Dana Desa sebesar Rp.769.508.000,00. Dana tersebut kemudian masuk ke
rekening keuangan desa dengan tiga tahap. Tahap | sebesar Rp 0,00 lalu tahap
Il sebesar Rp 338.763.200,00 dan kemudian tahap 111 sebesar 338.763.200,00.
Dana Desa sebesar itu, harus dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai
dengan tujuan prioritas pembangunan dan harus bersama dengan pihak Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakannya, baik dari sisi perencanaan,
pelaporan dan evaluasinya. Pengucuran Dana Desa ke setiap Desa, agar Desa
dapat membangun daerahnya, sehingga kemajuan daerah, khususnya Desa
dapat diwujudkan, sesuai dengan harapan dari Undang-Undang tentang Desa

No. 6 Tahun 2014.
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Tabel 4.3 Realisasi Anggaran Desa Matampapole Kecamatan Mallawa

Kabupaten Maros 2022

Realisasi
Jumlah Sisa Anggaran
Uraian Semester SD.Semester
Anggaran Semester ini
lalu ini
Pendapatan
3.880,000,00 0,00 3.880,000,00 3.880,000,00 0,00
Asli Desa
Hasil Usaha
3.880,000,00 0,00 3.880,000,00 3.880,000,00 0,00
Desa
Bagi Hasil
3.880,000,00 0,00 3.880,000,00 3.880,000,00 0,00w
BUMDes
Pendapatan 708.187.972,0
1.648.535.000,00 0,00 708.187.972,00 | 940.337.028.00
Transfer 0
338.763.200,0
Dana Desa 769.508.000,00 0,00 338.763.200,00 | 430.744.800.00
0
Alokasi Dana 369.434.772.0
879.027.000,00 0,00 369.434.772.00 | 509.592.228,00
Desa 0
Pendapatan
Desa Yang 722.332,00 722.332,0 722.332,00 1.444.654,00 722.332,00
Sah
Jumlah 712.500.304,0
1.653.137.332,00 | 722.332,00 713.522.636,00 | 939.614.695,00
pendapatan 0

Sumber: Kantor Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros 2022
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Tabel 4.4 Rincian Pengguna Kerja dan anggaran di Desa Matampapole
Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros 2022

Uraian Anggaran(RP) Realisasi (RP) Lebih Kurang (RP)
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa 3.880,000 3.880,000 -
Pendapatan Transfer 1,618,535,000 708,197,972 910,337,028
Dana Desa 769,508,000 338,763,200 430,744,800
Alokasi Dana Desa 879,027,000 369,434,772 509,592,228
Pendapatan Asli Daerah 722,332 722,332 -
JUMLAH PENDAPATAN 1,653,137,332 712,800,304 940,337,028
BELANJA
Bidang Penyelenggaran pemerintah 656,072,332 300,321,182 355,151,150
Desa
Bidang Pelaksanaan Pembangunan 572,930,200 235,537,250 337,392,950
Desa
Bidang Pembinaan 118,410,000 1,000,000 117,410,000
Kemasyarkatan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 44,830,000 3,000,000 41,830,00
Bidang Penanggulangan 317,400,000 154,800,000 162,600,000
Bencana,Darurat dan Mendesak
JUMLAH BELANJA 1,709,642,532 694,658,432 1,014,984,100
SURPLUS(DEFISIT) 56,505,200 18,141,872 74,647,072
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 56,505,200 - 56,505,200
PEMBIAYAAN NETTO 56,505,200 - 56,505,200
SILPA/SILPA TAHUN 18,141,872 18,141,872

BERJALAN

Sumber: Kantor Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros 2022

B. Hasil penelitian

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik memandu pengelolaan Keuangan

Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros. Menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014, prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Desa

adalah keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan pelaksanaan anggaran yang

tertib dan teratur. Sebagai prinsip, transparansi memastikan bahwa setiap

orang memiliki akses terhadap informasi tentang tata kelola, khususnya

tentang kebijakan, pembuatan dan implementasinya, serta hasil yang dicapai.
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Salah satu indikator transparansi pengelolaan APBDesa adalah kemudahan
prosedur pengelolaan keuangan, termasuk anggaran desa, yang diatur dengan
peraturan. Diperlukan mekanisme yang memudahkan publik untuk bertanya
tentang proses tata kelola. Peneliti membahas lebih lanjut bagaimana
Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan
Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kapubaten Maros dengan
menggunakan beberapa indikator yang meliputi indikator UNDP (United
Nations Development Programme) (1997) dalam Mardiasmo (2012): (1)
Keseteraan,(2) Transpransi,(3) Akuntabilitas, (4) Efektivitas/efisien dan (5)
Pratisifitas Masyaraakat. Maka dari itu berkaitan dengan pembahasan singkat
di atas selanjutnya akan di uraikan sebagai berikut:

Adapun hasil wawancara Peneliti dengan informan AK Kepala Desa
Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros mengenai prinsip good

governance dalam pengelolaan keuangan desa mengatakan bahwa:

“...Kami telah berupaya menciptakan tata Kelola keuangan desa dalam
menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan
melaksanakan empat prinsip yaitu,kesetaraan,transparan,akuntabilitasan
dan partisipasi walaupun mungkin belum maksimal” (Hasil wawancara
AK pada 16 Januari 2023).

Hasil wawancara dari Bapak AK selaku kepala desa Matampapole
Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros di atas penulis menarik kesimpulan
bahwa mengenai Prinsip Good governace dalam Pengelolaan Keuangan desa
Matampapole Kecamatan Mallawa telah mengupayakan prinsip good

governance tata pengelolaan keuangan desa dalam menciptakan
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pemerintahan yang baik (good governance) dalam pengelolaan keuangan

desa.

Adapun yang meliputi indikator UNDP (United Nations Development
Programme) (1997) dalam Mardiasmo (2012) sebagai berikut: (1) Keseteraa
n,(2) Transpransi,(3) Akuntabilitas, (4) Efektivitas/efisien dan (5) Pratisifitas
Masyaraakat. Maka dari itu berkaitan dengan pembahasan singkat di atas
selanjutnya akan di uraikan sebagai berikut
1. Kesetaraan(Equity)

Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan semua warga
masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan
kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-
balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan
menjamin kemu dahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan
memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Berkaitan dengan hal
tersebut pemerintahan daerah perlu prokatif memberikan informasi lengkap
tentang kebijakan dan layanan yang sediakannya kepada masyarakat.
Pemerintahan daerah perlu mendaya gunakan berbagai jalur komunikasi.
Pemerintahan perlu menyiapakan kebiakan yang jelas tetntang cara
mendapaatakan informasi.

Untuk mengetahui lebih jelasnya Prinsip good governance dalam
pengelolaan keuangan desa matampapole, berikut hasil wawancara dengan

informan HU selaku sekertaris desa Matampapole mengatakan bahwa :
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“...iya untuk Kesetaraan/keadilan Sebelum melaksanakan pengelolaan
kita selalu berkoordinasi dengan seluruh perangkat desa, Kepala
Dusun dan sebagainya dek. Karena itu pembangunan untuk warga
sendiri dan juga itu usulan untuk warga sendiri, jadi masalah
hambatan itu sangat kecil, paling satu dua warga yang kurang setuju,
tetapi kami sudah berkoordinasi dengan kepala dusun dan seluruh

warga dek .”(Hasil Wawancara HU pada 16 Januari 2023).

Hasil wawancara dari Bapak HU selaku Sekretaris desa Matampapole
Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros di atas penulis menarik kesimpulan
bahwa aparat pemerintah desa pada prinsip good governance kesetaraan
pemerintah desa telah melakukan keadilan dalam menginformasikan
anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat.

Selanjutnya Wawancara dengan Bendahara Desa Matampapole
mengenai prinsip good governance Kesetaraan mengatakan bahwa:

““...iya adil,karena setiap dusun mempunyai masing- masing informasi

pembangunan yang telah dibagi dari satu tahun anggaran itu,tidak ada

istilahnya dusun 1 fokus anggaran dari uang yang masuk 1 tahun di

desa dibagi termasuk pembangunan,pembinaan yang dimaksud
PKK...”(Hasil dari wawancara AW pada 16 Januari 2023)

Hasil wawancara dari Bapak HU selaku Sekretaris desa Matampapole
Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dapat mengambil kesimpulan bahwa
pada prinsip good governance kesetaraan telah melakukan keadilan dalam
menginformasikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat.

Selanjutnya Wawancara dengan masyarakat Desa Matampapole

mengenai prinsip good governance Kesetaraan mengatakan bahwa:

“...Kalau menurut saya kesetaraan/keadilan mulai baik,karena
sebelum melaksanakan pengelolaan kami selalu berkoordinasi dengan
perangkat desa dengan warga lain. Ada pembangunan untuk
masyarakat itu juga usulan dari masyarakat sendiri, jadi mulai adil
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dalam menginformasikan pembangunan... ”. ( Hasil wawancara KA
pada 18 januari 2023)

Hasil wawancara dari Bapak HU selaku Sekretaris desa Matampapole
Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dapat mengambil kesimpulan bahwa
prinsip good governance kesetaraan ini masyarakat mulai merasakan adil dan
baik dalam menciptakan pemerintaha yang baik (good governance).

Berdasarkan observasi dan pengamatan yang peneliti lakukan selama
di lapangan, ,menunjukkan bahwa dari segi Kesetaraan(Equity) sudah
diterapkan dalam pengelolaan keuangan Desa Matampapole Kecamatan
Mallawa Kabupaten Maros dimana sebelum membuat APBDes selalu
melakukan koordinasi terlebih dahulu terhadap seluruh masyarakat yang
diwakili oleh Kepala Dusun, RT dan tokoh masyarakat di Desa Matampapole
Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.

Pengelolaan keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa
Kabupaten Maros telah berpedoman pada prinsip konsensus, dimana adanya
kegiatan rembuk warga, musdesus (musyawarah desa dan dusun), dan
musrenbagdes (musyawarah pembangunan desa) yang dihadiri oleh RT, RW
dan tokoh masyarakat sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat
dalam pengelolaan keuangan desa
2. Transparansi(Transparency)

Transaparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dalam
kebijakan yang diambil oleh pemerintahan. Prinsip transparansi menciptakan

kepercayaan timbal- balik antara pemerintah dan masyarakat melalui
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penyediaan informasi dan menjamin ke mudahaan di dalam memperoleh
informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus
informasi bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan
informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap
pemerintahan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemeritahan,
meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan
dan berkurangnya pelannggaran terhadap peraturan perundangan-undangan.
Untuk mengetahui lebih jelasnya Prinsip good governance dalam
pengelolaan keuangan desa matampapole, Berikut hasil wawancara dengan
informan Bapak AK selaku Kepala Desa Matampapole Kecamatan Mallawa
Kabupaten Maros mengenai - prinsip good governance dalam pengelolann
keuangan desa mengatakan bahwa:
“...Untuk melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas
terhadap masyarakat, pemerintahan desa telah mencetak banner atau
papan informasi yang isinya memberikan informasi tentang APBDesa
dan penggunaannya. Biasanya banner dan papan informasi itu
dipasang atau dipajang di kantor desa Matampapole dek, sehingga
semua warga masyarakat dapat mengetahui atau melihat laporan
jumlah APBDesa yang diperoleh dan laporan penggunaannya...”(
Hasil wawancara AK pada 16 januari 2023).
Hasil wawancara dari Bapak AK selaku Kepala desa Matampapole
Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dapat mengambil kesimpulan bahwa
informan bahwa pada prinsip good governance Transparansi pemerintah

desa telah melakukan Transparan/terbuka dalam menyampaikan anggaran

atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat.
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Adapun Penulis melanjutkan wawancara dengan Bendahara Desa
Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros mengatakan bahwa:

“...1ya transparan,kami selalu terbuka dalam menyampaikan APBDes,

kami  sosialisasikan dalam  Musdesus[musyawarah desa &

dusun.pemerintah] desa dalam menyampaikan laporan itu secara
berkala.untuk setiap tahun minimal buku APBDes kami cetak dan
diberikan ke masing-masing RT,memasang spanduk berisi laporan
pertanggungjawaban APBDes dan disampaikan kepada Bupati melalu

tembusan ke camat...”...”(Hasil wawancara AW selaku pada 18

januari 2023).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan
dari informan bahwa pada prinsip good governance Transparansi telah
melakukan Transparan/terbuka dalam menyampaikan anggaran atau
pengelolaan keuangan pada Masyarakat.

Selanjutnya Wawancara dengan masyarakat Desa Matampapole
mengenai prinsip good governance Transparansi mengatakan bahwa:

“...lya menurut saya transparannya mulai terbuka sedikit mulai ada

perubahan, karena sudah mulai memasang spanduk dan melibatkan

masyarakat dalam  laporan  pertanggungjawabannya  dalam
pengelolaan keuangan jadi kami bisa melihat pengelolaan keuangan

desa . ( Hasil wawancara KA pada 16 januari 2023).

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat mengambil kesimpulan
bahwa prinsip good governance Transparansi ini masyarakat mulai
merasakan terbuka dan perubahan dalam menciptakan pemerintaha yang baik
(good governance).

Berdasarkan observasi dan pengamatan yang peneliti lakukan selama
di lapangan, ,menunjukkan bahwa dari segi Transparansi(Transparency)

adanya keterbukaan dan tidak ada yang ditutupi dalam mengelola keuangan

desa, terutama oleh perangkat desa. Prinsip transparansi sangat terlihat pada
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tahap perencanaan, pelaporan, dan pertanggu ngjawaban, dimana pada tahap
tersebut perangkat Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten
Maros telah melibatkan seluruh lapisan masyarakat baik oleh PBD (RT, RW,
dan tokoh masyarakat) dan Bupati/Walikota dalam melakukan pengelolaan
keuangan desa.

Prinsip transparansi sangat terlihat pada tahap perencanaan, pelaporan,
dan pertanggungjawaban, dimana pada tahap tersebut perangkat Desa Desa
Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros telah melibatkan
seluruh lapisan masyarakat baik oleh PBD (RT, RW, dan tokoh masyarakat)
dan Bupati/Walikota dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

3. Akuntabilitas(Accountabilitas)

Akuntabilitas adalah pertanggujawaban pejabat public terhadap
masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan
mereka. Para pengambil kepeutusan di pemerintah, sector swasta dan
organisasi- organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat
maupun kepada lembaga-lembaga yang kepentingan. Bentuk pertanggung
jawaban tersebut berbeda satu dengan lainya tergantung dari jenis organisasi
yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan
perundang-ndangan yang ada,dengan komitemn politik akan akuntabiitas
maupun mekanisme pertanggungjawaban,sedangkan instrumen-instrumen
pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan system pemantauan Kinerja
penyelenggaran pemerintahan dan system pengawasa dengan saksi yang jelas

dan tegas.
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Untuk mengetahui lebih jelasnya Prinsip good governance dalam
pengelolaan keuangan desa matampapole, Berikut hasil wawancara dengan
informan AK selaku Kepala Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten
Maros mengenai prinsip good governance dalam pengelolann keuangan desa

mengatakan bahwa:

“...untuk pertanggungjawabannya, itu dimulai dari laporan
pertanggungjawaban, kemudian nanti di akhir tahun akan disusun
laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa beserta
lampiran yang diwajibkan. Dan kami juga telah melakukan
mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang
berlaku dek dan untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas dan
transparansi terhadap masyarakat, kami selaku pemerintah Desa
Matampapole akan mencetak banner yang menginformasikan tentang
APBDesa dan penggunaannya dek. Biasanya banner itu di pasang di
depan kantor Desa Matampapole supaya warga dapat mengetahui
besaran APB  Desa yang didapat oleh desa dan
penggunaannya””’(Hasil wawancara AK pada 18 januari 2023).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan
bahwa pada prinsip good governance Akuntabilitas pemerintah desa telah
melakukan Transparan/Akutabilitas dalam menyampaikan anggaran atau
pengelolaan keuangan desa pada Masyarakat dengan memasang banner
mengenai penggunaan dana APB Desa yang selalu dipasang di depan kantor
desa Desa Matampapole.

Selanjutnya Wawancara dengan Bendahara Desa Matampapole
Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros mengenai prinsip good governance
Akuntabilitas mengatakan bahwa:

“...iya untuk memenubhi prinsip akuntabilitas kami juga menempelkan

laporan APBDes pada benner yang dipasang di tiap titik desa yang
dapat di akses masyarakat dan akuntabilitas kami selalu
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terapkan,selalu terbuka dengan masyarakat,melibatkan masyarakat

dalam menyusun APBDes menyampaikan segala pelaporan terkait

anggaran...”...”(Hasil wawancara AW pada 16 januari 2023).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan
bahwa pada prinsip good governance Akuntabilitas pemerintah desa telah
melakukan Transparan/Akutabilitas dalam menyampaikan anggaran atau
pengelolaan keuangan desa pada Masyarakat.

Selanjutnya Wawancara dengan masyarakat Desa Matampapole
Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros mengenai prinsip good governance
Akuntabilitas mengatakan bahwa:

“...lya sama, yang saya katakan sebelumnya mengenai akuntabilitas

sudah mulai terbuka sedikit mulai ada perubahan, sudah melibatkan

masyarakat dalam menyusun APBDes menyampaikan segala
pelaporan terkait anggaran semoga kedepanya mulai baik atau

meningkat lagi” ...”(Hasil wawancara KA pada 18 januari 2023)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan
bahwa prinsip good governance Akuntabilitas ini masyarakat mulai
merasakan terbuka dan perubahan dalam menciptakan pemerintaha yang baik
(good governance).

Berdasarkan observasi dan pengamatan yang peneliti lakukan selama
di lapangan, menunjukkan bahwa dari segi Akuntabilitas (Accountabilitas)
Pengelolaan keuangan Desa Matampapole Kecamtan Mallawa Kabupaten
Maros telah menerapkan prinsip akuntabilitas, dimana adanya pelaporan
pertanggungjawaban baik terhadap masyarakat dalam bentuk benner/baliho

yang dipasang di desa, serta penyusunan laporan yang lebih efisien setelah

mengguankan aplikasi siskeudes.
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Pengelolaan keuangan desa Desa Matampapole Kecamtan Mallawa
Kabupaten Maros telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
sudah ditetapkan seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati
(Perbup), dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri). Seluruh
kegiatan tentang pengelolaan keuangan desa telah diatur secara rinci dan
sepenuhnya oleh pihak yang berwenang yakni pemerintah pusat. Sehingga
pemerintah daerah, khususnhya perangkat desa dalam mengelola keuangan
dapat mengikuti peraturan tersebut dan disesuaikan dengan potensi dari setiap
desa. Sehingga penegakan hukum dalam pengelolaan keuangan sangat
penting demi mewujudkan good governance.

Efektivitas dan Efesien (effectiveness and Efficiency)

Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan diatas,
pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan
efisen yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif biasanya di
ukur denngan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya
kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar
pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai
dengan kebutuhan nyata masyarakat,dan disusun secara rasional tersebut,
maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan
mudah,karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan
mereka.Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil
sesuai kebutuhan masyarakat dan dengn menggunakan sumber-sumber daya

yang ada seoptimal mungkin.
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Untuk mengetahui lebih jelasnya Prinsip good governance dalam
pengelolaan keuangan desa matampapole, Berikut hasil wawancara dengan
informan Sekretaris Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten
Maros mengenai prinsip good governance dalam pengelolann keuangan desa

mengatakan bahwa:

“...lya Sudah diterapkannya prinsip efisiensi dengan melihat
pembangunan yang ada mengutamakan pencermatan yang
maksimal...”.(Hasil wawancara HU pada 16 januari 2023).

Dari hasil wawancara  informan di atas penulis dengan dapat
mengambil kesimpulan bahwa pada prinsip good governance Efektivitas dan
Efesien perangkat desa sudah menerapkan efisien dalam menyampaikan
pengelolaan keuangan desa pada Masyarakat.

Setelah itu penulis melanjutkan wawancara dengan Bendahara Desa

Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros mengatakan bahwa:

“...iya Efisen,berjalan dan berguna untuk masyarakat, tidak mungkin

kami anggarkan tiap tahun di APBDes kalau bukan usulan dari

masyarakat dalam membentuk APBDes dan Untuk pengelolaan

keuangan sekarang semuanya sudah melalui aplikasi Siskeudes

...”(Hasil wawancara AW pada 16 januari 2023)

Dari hasil wawancara kedua informan di atas penulis dengan dapat
mengambil kesimpulan bahwa pada prinsip good governance Efektivitas dan

Efesien perangkat desa sudah menerapkan efisien dalam menyampaikan

pengelolaan keuangan desa pada Masyarakat.
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Selanjutnya Wawancara dengan masyarakat Desa Matampapole
mengenai prinsip good governance Akuntabilitas mengatakan bahwa:

”... iya menurut saya sudah mulai efisen, pembangunan yang

dilakukan itu semua dari usulan masyrakat dan dibentuk dalam

APBDes”(Hasil wawancara KA pada 18 Januari 2023).

Dari hasil wawancara informan di atas penulis dengan dapat
mengambil kesimpulan bahwa pada prinsip good governance Efektivitas dan

Efesien  masyarkat sudah merasakan efisien  dalam menyampaikan

pengelolaan keuangan desa pada Masyarakat.

Setelah itu penulis melanjutkan wawancara dengan Masyarakat Desa
Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros justru beda tanggapan

dengan informan pertama mengatakan bahwa:

“....Ya menurut saya Penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas yang
ada di Desa Matampapole ini masih belum bisa dikatakan efisien,
karena sebenarnya efisiensi dan efektivitas itu dapat dikatakan jika
tidak adanya keluhan ketidakpuasan dari masyarakat, namun masih
ada beberapa masyarakat yang tidak puas dengan hasil pembangunan
yang dilakukan di Desa Matampapole.yah salah satunya adalah
pembangunan tampungan air bersih agar masyarakat bisa memakai air
bersih tapi semenjak ada pembangunan air tersebut malah susah dapat
air terkadang 2/3 hari ada air mengalir kerumah dibandikan dulu
memakai mata air dari gunung malah bagus setiap hari mengalir
kerumah jadi kita tidak was memakai air...” (Hasil wawancara NA
pada 19 Januari 2023).

Dari hasil wawancara kedua diatas penulis dapat mengambil
kesimpulan bahwa prinsip good governance  Efektivitas dan Efesien ini
masyarakat ada beberapa masyarakat belum merasakan efisien dan

perubahan dalam menciptakan pemerintaha yang baik (good governance).
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Berdasarkan observasi dan pengamatan yang peneliti lakukan selama
di lapangan, ,menunjukkan bahwa dari Segi Efektifitas dan Efisiensi.
Perangkat Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros sudah
berusaha memaksimalkan prinsip effectiveness dan efficiency dengan adanya
meningkatkan pemeritahan yang baik(good governance) pengelolaan
keuangan desa lebih efektif dan effisien. Hal tersebut akan mampu
meningkatkan pembangunan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa
Kabupaten Maros.

Pemerintah Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten
Maros telah menerapkan sistem skala prioritas dalam menaggapai aspirasi
dari masyarakat, walaupun sistem prinsip responsif belum berjalan
sepenuhnya. Skala prioritas maksutnya yaitu aspirasi yang paling banyak
manfaatnya yang akan digunakan dalam program APBDes dan disetujui juga
oleh seluruh masyarakat petinggi pemerintahan. Hal ini merupakan bentuk
responsif dari pemerintah yang tak lain tujuannya untuk meningaktkan
kesejahteraan hidup orang banyak.

Partisipasi Masyarakat (Partisipation)

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan
keputussan,baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga
perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.Partisipasi menyuluruh
tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapakan
pendapat,serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi

bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil
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mencerminkan aspirasi masyarakat.Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu
yang ada,pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi ini meliputi
pertemuan umum,temu wicara,konsultasi dan penyampaian pendapat secara
tertulis.Bentuk lain untuk merngasang keterlibatan masyarakat adalah melalui
perencanaan partisipatif untuk menyiapakan agenda pemb
angunan,pemantauan,evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan
mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

Untuk mengetahui lebih jelasnya Prinsip good governance dalam
pengelolaan keuangan desa matampapole, Berikut hasil wawancara dengan
informan Bapak AK selaku Kepala Desa Matampapole Kecamatan Mallawa
Kabupaten Maros mengenai prinsip good governance dalam pengelolann
keuangan desa mengatakan bahwa:

“ .iya Untuk partisipasi, aparatur desa dan masyarakat dalam

pengelolaan dana Desa Matampapole ini, sudah bisa dikatakan turut

berpartisipasi dan mensuport dengan baik terutama musrenbangdes
terkait dalam perencanaan pembangunan di Desa atau dusun masing-

masing...”(Hasil Wawancara AK pada 16 januari 2023).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan
bahwa pada prinsip good governance Partisipasi pemerintah desa , tingkat
partisipasi aparatur dan masyarakat sudah berpartisipasi dalam mengadakan
dan mengikuti musyawarah dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan
keuangan pada Masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Bendahara Desa

Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros mengenai prinsip good

governance dalam pengelolann keuangan desa mengatakan bahwa:
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“...ya Partisipasi, karena perancanaanya di mulai dengan
mengadakan kegiatan rembuk masyarkat,dihadiri oleh RT dan tokoh
masyarkatnya dan pemerintah desa bersama dengan BPD dan seluruh
stakeholder bersama-sama menyusun perencanaan keuangan desa

dirapatkan dalam bentuk RAPBDes...”(Hasil wawancara AW pada 16

Januari 2023)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan
bahwa pada prinsip good governance Partisipasi telah melakukan kegiatan
rembuk warga dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan
pada Masyarakat.

Selanjutnya Wawancara dengan masyarakat Desa Matampapole
Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros mengenai prinsip good governance
Akuntabilitas mengatakan bahwa:

“ ...lya sudah mulai partisipasi terlihat pada saat proses perencanaan,

mulai mengadakan kegiatan rembuk masyarakat dimana masyarakat

atau yang mewakili  boleh mengajukan aspirasinya tentang
perencanaan anggaran desa...”’(Hasil wawancara KA pada 18 januari

2023)

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat mengambil kesimpulan
bahwa prinsip good governance partisipasi ini masyarakat mulai merasakan
partisipasi masyrakat dan perubahan dalam menciptakan pemerintaha yang
baik (good governance).

Berdasarkan observasi dan pengamatan yang peneliti lakukan selama
di lapangan, ,menunjukkan bahwa dari segi Partisipasi Masyrakat Perangkat
Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros telah mengikut
sertakan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan

keuangan desa. Hal ini terlihat pada saat proses perencanaan, dimana

masyarakat atau yang mewakili boleh mengajukan aspirasinya tentang
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dan

pertanggungjawab yang juga melibatkan masyarakat sebagai bentuk dari

transparansi pengelolaan keuangan desa oleh perangkat desa.

Matriks wawancara informan

_ Informan Informan Informan
No Indikator Pertanyaan
HU AW KA
1. | Kesataraan Bagaimana |« iyauntuk | *..iya “...Kalau
implementas Kesetaraan/kea | adil,karena menurut saya
I prnsip- _ _ :
W dilan Sebelum | setiap dusun kesetaraan/keadil
prinsip good
melaksanakan | mempunyai an mulai
governance
A . engelolaan masing- masin baik,karena
dari segi Ferd d :
kesetaraan kita selalu informasi sebelum
dalam berkoordinasi | pembangunan melaksanakan
pengelolaan | dengan seluruh | yang telah pengelolaan kami
keuangan perangkat dibagi dari satu | selalu
desa .
desa, Kepala tahun anggaran | berkoordinasi
Matampapol
Dusun dan itu,tidak ada dengan perangkat
e Kecamatan
sebagainya istilahnya dusun | desa dengan
Mallawa gany y d
Kabupaten dek. Karena itu | 1 fokus warga lain. Ada
Maros? pembangunan | anggaran dari pembangunan
untuk warga uang yang untuk masyarakat
sendiri dan masuk 1 tahun itu juga usulan
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juga itu usulan
untuk warga
sendiri, jadi
masalah
hambatan itu
sangat kecil,
paling satu dua
warga yang
kurang setuju,
tetapi kami
sudah
berkoordinasi
dengan kepala
dusun dan

seluruh warga

di desa dibagi
termasuk
pembangunan,p
embinaan yang

dimaksud PKK

dari masyarakat
sendiri, jadi mulai
adil dalam
menginformasika
n

pembangunan...

dek
Transparansi Bagaimana Untuk iya iya menurut saya

. melaksanakan | transparan,kami | transparannya
implementas

prinsip selalu terbuka mulai terbuka
I prnsip-

transparansi dalam sedikit mulai ada
prinsip good terhadap menyampaikan | perubahan, karena
governance | masyarakat, APBDes, kami | sudah mulai
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dari segi
Transparansi
dalam
pengelolaan
keuangan
desa
Matampapol
e Kecamatan
Mallawa
Kabupaten

Maros?

pemerintahan
desa telah
mencetak
banner atau
papan
informasi yang
isinya
memberikan
informasi
tentang
APBDesa dan
penggunaanny
a. Biasanya
banner dan
papan
informasi itu
dipasang atau
dipajang di
kantor desa
Matampapole
dek, sehingga
semua warga

masyarakat

sosialisasikan
dalam
Musdesus[musy
awarah desa &
dusun.pemerinta
h] desa dalam
menyampaikan
laporan itu
secara
berkala.untuk
setiap tahun
minimal buku
APBDes kami
cetak dan
diberikan ke
masing-masing
RT,memasang
spanduk berisi
laporan
pertanggungjaw
aban APBDes
dan disampaikan

kepada Bupati

memasang
spanduk dan
melibatkan
masyarakat dalam
laporan
pertanggungjawa
bannya dalam
pengelolaan
keuangan jadi
kami bisa melihat
pengelolaan

keuangan desa
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dapat melalu

mengetahui tembusan ke

atau melihat camat

laporan jumlah

APBDesa yang

diperoleh dan

laporan

penggunaanny

a

Akuntabilitas Bagaimana untuk iya untuk lya sama, yang

: pertanggungja | memenubhi saya katakan
Implementas

wabannya, itu | prinsip sebelumnya
I prnsip-

dimulai dari akuntabilitas mengenai
prinsip good laporan kami juga akuntabilitas
governance | pertanggungja | menempelkan sudah mulai
dari segi waban, laporan APBDes | terbuka sedikit
akuntabilitas kemudian pada benner mulai ada

nanti di akhir | yang dipasang di | perubahan, sudah
dalam

tahun akan tiap titik desa melibatkan
pengelolaan

disusun yang dapat di masyarakat dalam
keuangan

laporan akses menyusun
desa pertanggungja | masyarakat dan | APBDes
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Matampapol
e Kecamatan
Mallawa
Kabupaten

Maros?

waban realisasi
pelaksanaan
APB Desa
beserta
lampiran yang
diwajibkan.
Dan kami juga
telah
melakukan
mekanisme
pertanggungja
waban sesuali
dengan
peraturan yang
berlaku dek
dan untuk
melaksanakan
prinsip
akuntabilitas
dan
transparansi
terhadap

masyarakat,

akuntabilitas
kami selalu
terapkan,selalu
terbuka dengan
masyarakat,meli
batkan
masyarakat
dalam
menyusun
APBDes
menyampaikan
segala pelaporan
terkait

anggaran. ..

menyampaikan
segala pelaporan
terkait anggaran
semoga
kedepanya mulai
baik atau

meningkat lagi”
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kami selaku
pemerintah
Desa
Matampapole
akan mencetak
banner yang
menginformasi
kan tentang
APBDesa dan
penggunaanny
a dek.
Biasanya
banner itu di
pasang di
depan kantor
Desa
Matampapole
supaya warga
dapat
mengetahui
besaran APB
Desa yang

didapat oleh
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desa dan
penggunaanny
a
Efektivitas/ Bagaimana iya Sudah iya Ya menurut saya
efisen . diterapkannya | Efisen,berjalan | Penerapan prinsip
implementas
prinsip dan berguna efisiensi dan
I prnsip-
efisiensi untuk efektivitas yang
prinsip good dengan melihat | masyarakat, ada di Desa
governance | pembangunan | tidak mungkin | Matampapole ini
dari segi yang ada kami anggarkan | masih belum bisa
Efektivitas/efis | Mengutamakan | tiap tahun di dikatakan efisien,
en dalam pencermatan APBDes kalau karena
yang maksimal | bukan usulan sebenarnya
pengelolaan
dari masyarakat | efisiensi dan
keuangan
dalam efektivitas itu
desa membentuk dapat dikatakan
Matampapol APBDes dan jika tidak adanya
e Kecamatan Untuk keluhan
engelolaan '
Mallawa peng ketidakpuasan
keuangan dari masyarakat,
Kabupaten
sekarang namun masih ada
Maros?

semuanya sudah

beberapa
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melalui aplikasi

Siskeudes

masyarakat yang
tidak puas dengan
hasil
pembangunan
yang dilakukan di
Desa
Matampapole.yah
salah satunya
adalah
pembangunan
tampungan air
bersih agar
masyarakat bisa
memakai air

bersih

Partisipasi

Masyarakat

Bagaimana
implementas
I prnsip-
prinsip good
governance

dari segi

..lya Untuk
partisipasi,
aparatur desa
dan
masyarakat
dalam

pengelolaan

iya Partisipasi,
karena
perancanaanya
di mulai dengan
mengadakan
kegiatan

rembuk

lya sudah mulai
partisipasi
terlihat pada saat
proses
perencanaan,
mulai

mengadakan




78

Partisipasi

Masyarakat

dalam
pengelolaan
keuangan
desa
Matampapol
e Kecamatan
Mallawa
Kabupaten

Maros?

dana Desa
Matampapole
ini, sudah bisa
dikatakan turut
berpartisipasi
dan mensuport
dengan baik
terutama
musrenbangde
s terkait dalam
perencanaan
pembangunan
di Desa atau
dusun masing-

masing...”(

masyarkat,dihad
iri oleh RT dan
tokoh
masyarkatnya
dan pemerintah
desa bersama
dengan BPD dan
seluruh
stakeholder
bersama-sama
menyusun
perencanaan
keuangan desa
dirapatkan
dalam bentuk

RAPBDes...

kegiatan rembuk
masyarakat
dimana
masyarakat atau
yang mewakili
boleh mengajukan
aspirasinya
tentang
perencanaan

anggaran desa

C. Pembahasan Penelitian

Pembahasan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Prinsip-prinsip

Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan

Mallawa Kapubaten Maros dengan menggunakan ini menggunakan 5 (lima)

Menurut UNDP (United Nations Development Programme) (1997) dalam
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Mardiasmo (2012) beberapa yang meliputi sebagai berikut: (1) Keseteraan,(2)
Transpransi,(3) Akuntabilitas, (4) Efektivitas/efisien dan (5) Pratisifitas
Masyaraakat.

1. Kesetaraan (Equity)

Menurut UNDP (United Nations Development Programme) (1997)
Kesetaraan. Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan semua warga
masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan
kesejahteraan mereka.prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-
balik antara pemerintah dan masyakarta melalui penyediaan informasi dan
menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan
memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa.Berkaitan dengan hal
tersebut pemerintahan daerah perlu prokatif memberikan informasi lengkap
tentang kebijakan dan layanan yang sediakannya kepada masyarakat.
Pemerintahan daerah perlu mendaya gunakan berbagai jalur komunikasi.
Pemerintahan perlu menyiapakan kebiakan yang jelas tetntang cara
mendapaatakan informasi.

Sosialisasi informasi DD dan ADD telah dilakukan, Meskipun terdapat
catatan bahwa sosialisasi ini belum dilakukan secara sistematis dengan
pengungkapan data-data yang akurat dan terperinci. Sarana yang digunakan
untuk melakukan sosialisasi adalah forum-forum Informal. Lembaga Informal
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari system demokrasi di desa.

Munculnya civil society atau lembaga informal seperti kelompok
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perkumpulan pemuda, kelompok agama, dan sebagainya juga ikut
menyumbang partisipasi dan melakukan pengawasan terhadap proses
jalannya pemerintahan serta praktik dari penyelenggaraan pemerintahan desa
itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan Hasil
pengamatan tentang Implementasi Prinsip-prinsip Good governance Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten
Maros yang menunjukkan bahwa mengimplemtasikan  prinsip good
governance kesetaraan telah melakukan keadilan dalam menginformasikan
anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat Desa Matampapole
Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dalam menciptakan pemerintaha
yang baik (good governance).

2. Transparansi (Transparency)

Menurut UNDP (United Nations Development Programme) (1997)
Transparansi keterbukaan atas semua tindakan dalam dan kebijakan yang
diambil oleh pemerintahan. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan
timbal- balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi
dan menjamin ke mudahaan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan
memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi bebas. Seluruh
prose pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi yang tersedia harus
memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya
wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya

kepercayaan masyarakat terhadap pemeritahan, meningkatnya jumlah
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masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya
pelannggaran terhadap peraturan perundangan-undangan.

Laporan Keuangan Desa sejatinya dihasilkan dari suatu siklus
pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan
dan pemerintah desa penganggaran, harus melibatkan masyarakat desa yang
direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga
program Kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan
dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang
dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa
menyelenggarakan pencatatan atau minimal melakukan pembukuan atas
transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang
dilakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan hasil
pengamatan tentang Implementasi Prinsip-prinsip Good governance Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten
Maros yang menunjukkan bahwa mengimplemtasikan  prinsip good
governance Transparan telah melakukan Transparan/terbuka dalam
menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat Desa
Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dalam menciptakan

pemerintaha yang baik (good governance).
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3. Akuntabilitas (Accountabilitas)

Menurut UNDP (United Nations Development Programme) (1997)
dalam Akuntabilitas, pertanggujawaban pejabat public terhadap masyarakat
yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Para
pengambil kepeutusan di pemerintah, sector swasta dan organisasi -
organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun
kepada lembaga-lembaga yang kepentingan. Bentuk pertanggung jawaban
tersebut berbeda satu dengan lainya tergantung dari jenis organisasi yang
bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-
ndangan yang ada,dengan komitemn politik akan akuntabiitas maupun
mekanisme pertanggungjawaban,sedangkan instrumen-instrumen
pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan system pemantauan kinerja
penyelenggaran pemerintahan dan system pengawasa dengan saksi yang jelas
dan tegas.

Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi
tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian
besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-
keputusan  publik. Di samping itu juga untuk menunjukkan
pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber daya
yang dipercayakan kepada mereka. Kejujuran keuangan kemauan dalam
penyajian laporan dapat dibuktikan pemerintah desa dengan untuk
memberikan akses kepada masayarakat untuk bersama-sama mengkritisi dan

melihat kondisi pengelolaan keuangannya.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan hasil
pengamatan tentang Implementasi Prinsip-prinsip Good governance Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten
Maros yang menunjukkan bahwa mengimplemtasikan  prinsip good
governance Akuntabilitas  telah melakukan Transparan/terbuka dalam
menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat Desa
Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dalam menciptakan
pemerintaha yang baik (good governance).

4. Efektivitas dan Efesien (effectiveness and Efficiency)

Menurut UNDP (United Nations Development Programme) (1997)
Efektivitas dan efisien  Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah
disebutkan diatas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi
kriteria efektif dan efisen yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria
efektif biasanya di ukur denngan parameter produk yang dapat menjangkau
sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan
sosial. Agar pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan
yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat,dan disusun secara rasional
tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan
mudah,karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan
mereka.Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil
sesuai kebutuhan masyarakat dan dengn menggunakan sumber-sumber daya

yang ada seoptimal mungkin.
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Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung
jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa
menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua
akhir  kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Setiap Organisasi Publik memiliki mekanisme tertentu yang telah
disepakati dalam hal pembuatan laporan keuangan. Begitu juga dalam
pengelolaan keuangan desa terutama menyangkut penggunaan DD dan ADD,
Laporan-Laporan pertanggungjawaban sudah diatur sedemikian rupa melalui
berbagai aturan salah satunya adalah Permendagri No. 113 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa. Lebih Khusus Lagi Aturan Mengenai
penggunaan DD dan ADD adalah Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di
Wilayah Kabupaten Ngawi, dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun
2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan hasil
pengamtan tentang Implementasi Prinsip-prinsip Good governance Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten
Maros yang menunjukkan bahwa mengimplemtasikan  prinsip good
governance Efektivitas dan efisen telah merasakan efisien dan perubahan
dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat
Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dalam

menciptakan pemerintaha yang baik (good governance).
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Partisipasi Masyarakat (Partisipation)

Menurut UNDP (United Nations Development Programme) (1997)
partispasi masyrakat Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam
pengambilan keputussan,baik secara langsung maupun melalui lembaga-
lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.Partisipasi
menyuluruh tersebut dibangun  berdasarkan kebebasan berkumpul dan
mengungkapakan pendapat,serta kapasitas untuk berpartisipasi secara
konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan
yang diambil  mencerminkan  aspirasi masyarakat.Dalam  rangka
mengantisipasi berbagai isu yang ada,pemerintah daerah menyediakan
saluran komunikasi ini meliputi pertemuan umum,temu wicara,konsultasi dan
penyampaian pendapat secara tertulis.Bentuk lain untuk merngasang
keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk
menyiapakan agenda pemb angunan,pemantauan,evaluasi dan pengawasan
secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu
sektoral.

Sebelum Dana ADD maupun DD masuk ke rekening Desa, terlebih
dahulu Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
sebagai dokumen anggaran dan belanja desa selama satu tahun. Dalam APB
Desa tersebut mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan hutang dan
sebagainya. Penyusunan APB Desa ini harus dilakukan secara partisipatif
bersama-sama masyarakat melalui perwakilannya di Badan Permusyawaratan

Desa ( BPD).
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Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan hasil
pengamatan tentang Implementasi Prinsip-prinsip Good governance Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten
Maros yang menunjukkan bahwa mengimplemtasikan  prinsip good
governance Efektivitas dan efisen telah merasakan partisipasi masyrakat
dan perubahan dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan
pada masyarakat Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros

dalam menciptakan pemerintaha yang baik (good governance).



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi
Prinsip-prinsip Good governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros penulis mengambil
kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari kesetaraan (Equity) prinsip good governance kesetaraan telah melakukan
keadilan dalam menginformasikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada
Masyarakat, masyarakat mulai merasakan adil dan baik dalam menciptakan
pemerintaha yang baik (good governance).

2. Dari transparansi (Transparency) pada prinsip good governance Transparansi
telah melakukan Transparan/terbuka dalam menyampaikan anggaran atau
pengelolaan keuangan pada Masyarakat.

3. Dari akuntabilitas (Accountabilitas) pada prinsip good governance
Akuntabilitas telah melakukan Transparan/terbuka dalam menyampaikan
anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat.

4. Dari efektivitas dan efesien (effectiveness and Efficiency) prinsip good
governance Efektivitas dan Efesien masyarakat mulai merasakan efisien dan
perubahan dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada

Masyarakat
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5. Dari partisipasi masyarakat (Partisipation) prinsip good governance
Partisipasi telah melakukan kegiatan rembuk warga dalam menyampaikan

anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat.

B. Saran
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Adapun saran yang dapat
penulis sampaikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Pemerintah daerah Desa Matampapole dalam hal ini kepala desa
Matampapole, haruslah sering mengadakan pelatihan
peningkatankapasitas perangkat desa agar menambah kapsitas dan
kualitas SDM perangkat desa.

2. Dan Kepada Pemerintah Kecamatan Mallawa agar lebih sering
memonitoring desa untuk me-ngevaluasi dana desa agar keterlambatan
pengumpulan laporan pertanggung jawaban tidak terjadi kembali.

3. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya Melakukan penelitian dengan

cakupan yang lebih luas dan menambah faktor yang akan diteliti.
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80

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian




Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN MALLAWA
DESA MATTAMPAPOLE
J . Budu-bulu ke Mallawa No 2 Mattampapole Marox Kp 90563 Telp (0411)7770113

SURAT KETERANGAN
Nomaer 470/ 50/ MLP/ 111/ 2023

Yang bertanda tangan di bawah i |

Nama CANDLKADARUDDIN

Jabatan . Kepala Desa Mattampapole

Alamat Dusun Bulu - Bulu Desa Muttampapole Kec. Mallawa Kab. Maros
Dengan ini menerangkan bahwa -

Nama CMEGAWATI

Nim 105611111119

Program Studi llmu Admmsirasi Negara

Pekerjaan : Mahasiswa(S1) LP3M UNISMUH MAKASSAR

Bahwa yang terscbut di atas telah melakukan penelitian di Kantor Desa Mattampapole Kec. Mallawa
Kab. Maros dengan Judul :
( IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA MATTAMPAPOLE KECAMATAN MALLAWA KABUPATEN
MAROS)

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benaryan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya

Dikeluarka di - Mattampapg
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Matriks Pedoman Wawancara

Indikator Pertanyaan Informan 1
Bagaimana implementasi
Kesetaraan prnsip-prinsip good governance

dari segi kesetaraan dalam
pengelolaan  keuangan desa
Matampapole Kecamatan
Mallawa Kabupaten Maros?

Bagaimana implementasi
Transparansi prnsip-prinsip good governance
dari segi transparansi dalam
pengelolaan keuangan desa
Matampapole Kecamatan
Mallawa Kabupaten Maros?

Bagaimana implementasi
prnsip-prinsip good governance
Akuntabilitas dari segi Akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan desa

Matampapole Kecamatan
Mallawa Kabupaten Maros?

Bagaimana implementasi
Efektivitas/efisien | prnsip-prinsip good governance
dari segi Efektivitas/efisien
dalam pengelolaan keuangan
desa Matampapole Kecamatan
Mallawa Kabupaten Maros?

Bagaimana implementasi
Partisipasi prnsip-prinsip good governance
Masyarkat dari  segi Partisipasi

Masyarakat dalam pengelolaan
keuangan desa Matampapole
Kecamatan Mallawa Kabupaten
Maros?




83

Lampiran 4. Dokumentasi Data

Kantor Desa Matampapole Kecamatan Mallawa 2022
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Buku laporan Anggaran Desa Matampapole 2022
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Berikut

Taman PKK Desa Matampapole 2022

Dokumentasi Musyawarah APBDes
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Dokumentasi Musyawarah APBDes 2022
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Dokumentasi Partispasi Masyarakat(setelah melakukan Gotong royong) 2022




Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara informan

Wawancara Bendahara Desa Matampapole 16 Januari 2023
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RIWAYAT HIDUP

Megawati dilahirkan di Mallawa pada tanggal 10 Agustus
2000,merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari ayah
bernama Kamaruddin dan Ibu Mase. Penulis meneyelesaikan

sekolah dasar di SDN 27 Bulu-Bulu Desa Matampapole

kecamatan Mallawa Kabupaten Maros pada tahun 2013,
kemudian melanjutkan pendidikan di SMP 8 Mallawa lulus pada tahun 2016 dan
melanjutkan pendidikan ditahap selanjutnya pada SMA Negeri 7 Maros dengan
mengambil jurusan IPS lulus pada tahun 2019 dan sejak tahun 2019 melanjutkan
S1 di Perguruan tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada
Fakultas lImu Sosial dan llmu Politik Program Studi llmu Administrasi Negara

sampai sekarang.



